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ABSTRAK 

       Penelitian ini mengkaji kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu No. 4 Tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran dengan menggunakan 

perspektif teori Maqāṣid al-Sharī‘ah. Permasalahan yang dikaji meliputi 

bagaimana kebijakan yang diatur dalam Perda tersebut serta bagaimana relevansi 

kebijakan tersebut dalam perspektif teori Maqāṣid al-Sharī‘ah. 

       Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, literatur hukum, 

peraturan perundang-undangan, serta wawancara kepada pihak terkait. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Maqāṣid al-Sharī‘ah yang 

berfokus pada aspek perlindungan agama (Ḥifẓ al-Dīn), jiwa (Ḥifẓ al-Nafs), akal 

(Ḥifẓ al-'Aql), keturunan (Ḥifẓ al-Nasl), dan harta (Ḥifẓ al-Māl). 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam Perda No. 4 Tahun 2001 

Kabupaten Indramayu lebih menekankan pada aspek penindakan hukum melalui 

pemberian sanksi administratif bagi pelaku prostitusi, namun belum diimbangi 

dengan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif 

teori Maqāṣid al-Sharī‘ah, kebijakan ini hanya memenuhi sebagian kecil dari 

prinsip kemaslahatan, terutama dalam aspek pencegahan. Namun, kebijakan ini 

belum mampu memberikan perlindungan sosial, pemulihan, dan pemberdayaan 

ekonomi bagi korban prostitusi secara menyeluruh. 

       Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan 

dalam Perda No. 4 Tahun 2001 disempurnakan dengan menambahkan program 

rehabilitasi sosial bagi korban prostitusi, termasuk layanan bimbingan psikologis, 

fasilitas kesehatan, dan edukasi keagamaan. Selain itu, program pemberdayaan 

ekonomi seperti pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha perlu 

diintegrasikan dalam kebijakan ini agar korban prostitusi memiliki peluang untuk 

memperoleh mata pencaharian yang layak. Edukasi masyarakat mengenai bahaya 

prostitusi dan peran aktif dalam pencegahan juga perlu diperkuat agar kebijakan ini 

tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dalam mewujudkan kemaslahatan 

masyarakat secara menyeluruh. 
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